BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Dari uraian Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka pelaksanaan
Kebijakan Pengawasan Lalu-lintas Barang di Kantor Bea dan Cukai Atambua,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan
Lalu-lintas barang ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam
komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang
digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi
komunikasi yang terjadi di Kantor Bea Cukai Atambua didalam
mengkomunikasikan sosialisasi lewat berbagai media tersebut dapat
memberi informasi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa, tetapi
meskipun demikian berdasarkan data yang penulis dapatkan dari
lapangan secara garis besar memang sosialisasi yang dilakukan oleh
KPPBC TMP B Atambua sudah berjalan sesuai dengan prosedur, tetapi
tidak menutup kemungkinan juga dampak terhadap penurunan jumlah

tindakan pertahunnya terus mengalami kenaikan pula.

b. Sumber Daya

Dalam kebijakan pengawasan lalu-lintas barang koordinasi dari
berbagai pihak di atas belum memadai dalam menjalankan proses-proses

yang seharusnya. Kekurangan sumber daya menjadi kendala dalam
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upaya implementor menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok
sasaran, dimana terlihat bahwa implementor kekurangan sumber daya
manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Informasi dalam kebijakan pengawasan lalu-lintas barang sudah
cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. Informasi
tentang pengawasan lalu-lintas barang sudah jelas di sampaikan oleh
pihak Bea Cukai Atambua sendiri namun disini masih saja ada pihak-
pihak yang menyimpang dari aturan yang disampaikan.

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kelancaran dari
kegiatan pengawasan. Sarana dan prasarana di Bea Cukai Atambua saat
ini memang sudah memadai, tetapi kalau bisa dilakukan penambahan
sarana dan prasarana mengingat wilayah pengawasan yang luas bisa saja
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan bertambahnya sarana dan
prasarana maka kegiatan pengawasan akan lebih optimal.

. Disposisi

Secara garis besar kesiapan aparatur bea dan cukai Atambua sudah
sangat siap dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas dan sebagai
penjaga terdepan kegiatan perdagangan internasional dimana bisa dilihat
dari pendidikan akhir bahwa lulusan yang masuk memang sesuai dengan
spesifikasi yang dibutuhkan selain itu juga dari Diklat yang diikuti

selama bekerja di Bea Cukai.
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d. Struktur Organisasi
Struktur birokrasi sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
pengawasan lalu-lintas barang yang menekankan adanya Standart
Operating Procedure (SOP). Sistem dan prosedur pelayanan terkait
pengawasan barang yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Atambua
sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Serta penyebaran tanggung jawab
dari setiap unit masih terus berlangsung, hal ini juga dikarenakan masih
kurangnya SDM di Bea Cukai Atambua sehingga memerlukan
koordinasi antar unit-unit pelayanan dan pengawasan.
5.2 Saran
Berdasarkan uraian faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan
pengawasan lalu-lintas barang di Kantor Bea dan Cukai Atambua, maka
penulis dapat memberikan saran kepada Kantor Bea dan Cukai Atambua,
sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan lalu-lintas barang pada daerah
pabean Kkhususnya wilayah kerja Bea Cukai Atambua, maka perlu
dilakukan penambahan jumlah SDM pada KPPBC TMP B Atambua agar
jumlah aparat atau pegawai yang melaksanakan pengawasan dapat
sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan KPPBC
Tipe Madya Pabean B Atambua.

2. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea cukai guna

untuk menghindari modus pelanggaran dan meningkatkan fasilitas yang
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digunakan dalam pelaksanaan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-
impor maupun bawaan penumpang.

. Lebih meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan lalu-lintas barang
bawaan penumpang sehingga penumpang yang ingin bepergian jauh
dapat membatasi barang yang seharusnya dibawa yang tidak melanggar
peraturan tersebut.

. Aparat Bea dan Cukai di perbatasan sering berhubungan dengan pelintas
batas yang notabene adalah warga negara asing, maka dari itu demi
kelancaran tugas, perlu diadakan kursus bahasa asing agar komunikasi

antara aparat dan pelintas batas tetap berjalan lancar.
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